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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Era globalisasi menuntut keadaan untuk mengalami perubahan secara terus-

menerus kearah yang lebih baik. Demikian pula dengan pelayanan pemerintahan, yang 

dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Menurut Blau (Sinambela, 2008:10) 

birokrasi adalah organisasi yang ditunjukan untuk memaksimumkan efisiensi dalam 

administrasi. Diantaranya memiliki ciri-ciri personel dengan keterampilan dan peranan 

khusus, selain itu birokrasi pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada peraturan yang 

mengatur keberadaan dan prosedur pelayanan, khususnya bagi masyarakat sebagai 

pengguna pelayanan seperti yang telah dijelaskan Sayre (Sinambela, 2008:10). 

  Begitu juga yang dihadapi oleh organisasi birokrasi seperti lembaga 

pemasyarakatan. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terus-menerus melakukan 

perubahan dalam hal peningkatan pelayanan untuk menghadapi kemajuan jaman yang 

terus berkembang. Pelayanan pemasyarakatan terhadap hak-hak pelanggar hukum yang di 

jamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sekurang-

kurangnya ada empat belas macam hak yang melekat pada seorang narapidana. Hak-hak 

tersebut adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat 

perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan 

keluhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari itu setiap lembaga pemasyarakatan 

telah menyiapkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan kemandiriaan agar setelah warga 

binaan keluar dari lembaga tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan siap 

menata masa depan yang lebih cerah. 
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         Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam 

rangka pembinaan dan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya 

dilakukan penggolongan atas dasar : Umur, Jenis kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, 

Jenis kejahatan, dan Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan / perkembangan pembinaan. 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kota Palembang sudah memisahkan 

lembaga pemasyarakatan sesuai dengan umur dan jenis kelamin diantaranya: Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang. 

         Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang adalah tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasayarakatan di Palembang. Sebagai 

warga binaan atau yang masih berstatus tahanan, mereka berhak untuk mendapatkan hak 

untuk dikunjungi oleh keluarga. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 

II A Palembang memberikan pelayanan kunjungan bagi keluarga yang ingin membesuk 

warga binaan ataupun tahanan. Jumlah pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II A Palembang dari Bulan Januari sampai dengan April 2018 dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Lembaga Pemaskayarakatan Perempuan Kelas II A 

Palembang periode Januari – April 2018 

PENGUNJUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG 

Bulan Minggu I Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Total Pengunjung 

Januari 286 273 283 268 1110 

Februari 246 220 254 271 991 

Maret 255 289 249 278 1071 

April 253 261 210 - 724 

Total 3896 Pengunjung 

Sumber: Register Pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang 
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           Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa narapidana 

yang berada di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang dimulai dari rentan usia 16 Tahun 

sampai dengan 70 Tahun. Kasus warga binaan disana pun beragam, dimulai dari Kriminal 

Umum (Maling, Berkelahi, Perjudian, Pembunuhan), Kriminal Khusus (Tipikor, 

Trafficking) dan kasus Narkoba. Untuk persentase tertinggi kasus narapidana di Lembaga 

Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Palembang ini adalah kasus narkoba sebesar 

±80%. Data penghuni Lapas Perempuan Kelas II A Palembang dapat dilihat pada tabel 1.2 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Data Jumlah Penghuni UPT Lapas Perempuan Kelas II A Palembang 

UPT TAHANAN NAPI 

LAPAS 

PEREMPUAN 

KELAS II A 

PALEMBANG 

DL DP TD AL AP TA DL DP TD AL AP TA 

0 55 55 0 0 0 0 418 418 0 1 1 

JUMLAH TAHANAN DAN NAPI 474 ORANG 

Sumber data :Sistem Database Pemasyarakatan (data diupdate pada tanggal 15 Maret 

2018 pukul 08:00:05) 

Keterangan: 

NDL : Napi Dewasa Laki-Laki 

NDP : Napi Dewasa Perempuan 

TDP : Tahanan Dewasa Perempuan 

TAL : Tahanan Anak Laki-Laki 

NAP : Napi Anak Perempuan  

TAP : Tahanan Anak perempuan 
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        Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan 

kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas 

saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan 

pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana). 

       Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

kesejahteraan, tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah melanggar 

hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang 

melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara 

Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana harus 

diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). 

        Begitu pula dengan warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai hak untuk 

dikunjungi oleh keluarganya, hal itu juga telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU 

Pemasyarakatan, yakni menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 

tertentu lainnya. Pelaksanaan hak narapidana tetap mengacu kepada peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak tersebut. Namun, yang terpenting adalah 

bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan kepada keluarga yang akan 

mengunjungi narapidana sehingga hak narapidana dapat terpenuhi. 

 Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas II A Palembang dalam pelaksanaannya 

melihat keluhan dari pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 

Palembang masih ada beberapa kendala atau keluhan yang mereka rasakan.  

Untuk alur pengunjungan dimulai dengan pendaftaran dan pecatatan di loket register 

dengan menyerahkan identitas resmi seperti KTP, KK atau identitas resmi lainnya. berikut 

alur kunjungan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palembang 
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Gambar 1.1 

Alur Kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang 

 

Pada saat mendaftar di loket register, pengunjung akan diberikan kertas kunjungan 

yang berisi identitas WB yang akan dikunjungi serta nomor antrian masuk ke pintu utama. 

Pada saat nomor antrian dipanggil, barulah pengunjung masuk ke ruang PORTIR/P2U atau 

biasa dikenal dengan ruang pemeriksaan yang dijaga oleh 2 petugas lapas diantaranya laki-

laki dan perempuan. Kertas registrasi tadi diserahkan kepada petugas untuk pencatatan 

pengunjung masuk dan pengunjung akan diberikan satu lagi kertas untuk diserahkan ke 

ruang karupam untuk pemanggilan WB yang akan dikunjungi. Semua pengunjung akan 

diperiksa oleh petugas sesuai dengan jenis kelamin, karena pada saat pemeriksaan dimulai 

PENDAFTARAN 

DAN PENCATATAN 

PORTIR/

P2U 

RUANG 

KUNJUNGAN 

KARUPAM 

TAHANAN 

DAN WBP 

PENGGELEDAHAN 

PENGELEDAHAN DI 

RUANG STAF KPLP 

PENGGELEDAHAN 

PENGUNJUNG 
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dengan pemeriksaan barang bawaan dan periksa badan. Adapun hal-hal yang dilarang 

dibawa masuk dapat dilihat sebagai berikut: 

Larangan Kunjungan: 

1. Pengunjung tidak membawa KTP/SIM/Pasport/Kartu identitas lainya. 

2. Pengunjung tidak berpakaian sopan (rok mini, baju kaos, tidak bergelang, celana 

pendek). 

3. Pengunjung berperilaku tidak sopan, seperti membuat keributan berkata kasar dan 

bersikap kasar. 

4. Pengunjung membawa senjata api, tajam, narkoba dan minuman keras. 

5. Pengunjung membawa handphone, kamera alat perekam, dan alat komunikasi 

lainnya. 

6. Pengunjung membawa bahan bakar cair/gas botol/kaca, dan bahan pecah belah. 

7. Pengunjung membawa obat-obatan untuk tahanan narapidana tanpa seizin dokter 

lapas. 

8. Pengunjung memberikan pakaian WBP selain berwarna biru. 

9. Pengunjung membawa makanan dan barang-barang yang dapat dijadikan media 

penyelundupan narkoba contoh, makanan dan minuman. 

Sumber data : Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang 

 

Barang bawaan yang tidak diperbolehkan masuk akan dititipkan di loket yang 

diajaga oleh petugas. Sebelum masuk keruang besuk, semua pengunjung juga akan 

dibubuhi cap pada tangan sebagai tanda. Setelah tangan di cap, selanjutnya pengunjung 

memasuki ruangan karupam dimana pengunjung menyerahkan kertas yang diberikan 

petugas P2U kepada petugas karupam untuk proses pemanggilan WB. Setelah itu, 

pengunjung menunggu WB di ruangan kunjungan. Waktu yang diberikan petugas kepada 
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pengunjung adalah 30 menit tetapi disini petugas tidak terlalu mengawasi pengunjung 

menyebabkan banyak pengunjung melewati waktu besuk yang telah di tentukan. Setelah 

selesai mengunjungi kita akan kembali ke ruangan penitipan barang untuk mengambil 

barang yang dititipkan sebelum masuk ke ruang kunjungan dan menuju ke loket register 

untuk mengambil KTP/identitas yang telah di tahan dengan syarat membawa kertas 

register yang telah diambil sewaktu mendaftarkan untuk mengunjungi WB atau tahanan.  

 Prosedur di atas belum sepenuhnya terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II A Palembang misalkan, belum maksimalnya penjelasan petugas 

tentang peraturan kunjungan, Loker penitipan barang yang tidak ada di lapas, Tidak terlalu 

melakukan pengawasan terhadap pengunjung, Tidak tegas terhadap pengunjung yang telah 

membesuk lebih dari 30 menit/waktu yang telah di tentukan membuat ruang kunjungan 

menjadi kurang teratur. berikut ketentuan kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas II A Palembang. 

Ketentuan Kunjungan : 

1. Pengunjunga mendaftar di bagian pendaftaran. 

2. Menunjukan KTP/SIM/Pasport/Kartu identitas lainnya kepada petugas pendaftaran. 

3. Jadwal kunjungan untuk narapidana. 

a. Senin : 09:00 S/D 12:00 WIB 

b. Rabu : 09:00 S/D 12:00 WIB 

c. Kamis : 09:00 S/D 12:00 WIB 

d. Sabtu : 09:00 S/D 12:00 WIB 

Jadwal kunjungan untuk tahanan 

a. Selasa : 09:00 S/D 12:00 WIB 

b. Jum'at : 09:00 S/D 11:30 WIB 

4. Wajib berpakaian dan berperilaku sopan. 
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5. Wajib dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan. 

6. Barang bawaan yang tidak boleh di bawa masuk ke dalam lapas wajib di simpan di 

loker penitipan barang dan kunci loker di bawah pengunjung. 

7. Bila terjadi kerusakan, kehilangan terhadap barang dan kendaraan pengunjung 

bukan tanggung jawab lapas. 

8. Uang yang di berikan kepada WBP wajib dititipkan kepada petugas ( bebas 

peredaran uang ) registrasi. 

9. Wajib dilakukan pengeledahan badan. 

10. Wajib mengenakan kartu kunjungan dan tidak boleh hilang. 

11. Wajib diberi stempel pada lengan. 

12. Wajib mematuhi ketentuan kunjungan lapas. 

Sumber data : Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang 

 

 Pada dasarnya setiap Lembaga Pemasyarakatan ingin memberikan pelayanan yang 

maksimal, maka dari itu setiap Lembaga Pemasyarakatan terus menerus berbenah untuk 

memperbaiki pelayanan publik yang diberikan. Layanan yang diberikan diharapkan bisa 

memutus mata rantai kecurangan yang sering terjadi di Lapas, seperti pungutan liar, 

adanya calo dan peredaran narkoba. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan memberikan 

komitmen kunjungan yang dapat dilihat sebagai berikut: 

Komitmen Kunjungan : 

1. Mendapat surat izin kunjungan dari pendaftaran, menggunakan kartu dan 

mendapatkan stempel di lengan 

2. Tidak memberikan uang kepada petugas sekaligus mencegah terjadinya pungli 

3. Layanan kunjungan tidak dipungut biaya apapun 

4. Pengunjung yang membawa barang terlarang sejjenis narkoba akan di peroses seuai 

dengan hukum yang berlaku 
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5. Gunakan dan Manfaatkan waktu kunjungan sebaik-baiknya 

6. Gunakan kotak pengaduan bila terjadi penyimpangan dalam setiap layanan yang di 

lakukan 

7. Gunakan kotak penilaian kepuasan pengunjung sebagai upaya meningkatkan 

layanan lapas 

8. Mengaja kebersihan,keindahan dan kenyamanan lingkungan LP 

Sumber data : Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang 

Kendala atau masalah dalam proses kunjungan bagi pengunjung di lembaga 

pemasyarakatan perempuan kelas II A Palembang yaitu, masalah yang pertama yakni 

kurangnya keterangan  penjelasan tentang alur kunjungan yang dimulai dari pendaftaran 

dan pencatatan sampai dengan keluar kembali. Pada bagan alur kunjungan, pihak lapas 

menggunakan istilah-istilah yang kurang dipahami oleh para pengunjung. Misal istilah 

PORTIR/P2U dan KARUPAM yang tidak diketahui oleh pengunjung. Kemudian masalah 

yang kedua yaitu, kurangnya sosialisasi dari pihak lapas mengenai durasi waktu kunjungan 

sehingga terjadinya penumpukan pengunjung diruang besuk warga binaan dan tahanan. 

Ketentuan durasi waktu pembesukan semestinya 30 menit tetapi yang terjadi dilapangan 

setiap pembesuk melebihi waktu tersebut, sehingga menyebabkan membeludaknya 

pembesuk didalam ruang besuk. 

        Pada fenomena yang terjadi inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Kualitas Pelayanan Kunjungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas II A Palembang Tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

1.2. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, bagaimana kualitas layanan 

kunjungan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan di Lembaga 

Pemasnyarakatan Wanit Kelas II A Palembang. 



10 
 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

        Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian harus mempunyai 

manfaat yang jelas. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan 

sumbangan pemikiran bagi Ilmu Adiministrasi Negara terutama yang berkaitan degan 

Manajemen Pelayanan Publik karena yang diteliti meyangkut perilah Kualitas Layanan 

Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. 

B. Manfaat Praktis 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran atau masukan 

khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. 
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